
 

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pembangunan …  -  405 

 
  

 

E-ISSN: 3025-650X 

https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/sainmikum 

DOI: https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i5.1311 

 

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bengkalis Dalam Pembangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bathin 

Solapan 
 

Arsya Fadillah1, Ranggi Ade Febrian1* 
1Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Indonesia 

ranggi.ip@soc.uir.ac.id* 

 

Article History: 
Received : 25-10-2025 

Accepted : 31-10-2025 

 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan 
rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan. Fokus kajian 
diarahkan pada tiga indikator utama pengawasan, yaitu (1) 
kepatuhan terhadap standar, (2) kesesuaian pelaksanaan, 
dan (3) tindakan perbaikan. Penelitian ini dilatarbelakangi 
oleh pentingnya peran DPRD sebagai lembaga 
representatif dalam memastikan bahwa pembangunan 
rumah ibadah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, 
keterbukaan, dan kesetaraan antarumat beragama. Metode 
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, 
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD 
Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan rumah ibadah 
telah dijalankan, namun belum optimal secara substantif. 
Pada indikator kepatuhan terhadap standar, DPRD telah 
melakukan pengawasan administratif melalui rapat kerja 
dan evaluasi laporan, tetapi belum sepenuhnya melakukan 
verifikasi faktual di lapangan. Pada indikator kesesuaian 
pelaksanaan, ditemukan bahwa pembangunan rumah 
ibadah belum seluruhnya sejalan dengan rencana 
pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat, 
disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga serta 
partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Sedangkan 
pada indikator tindakan perbaikan, DPRD telah 
memberikan rekomendasi kepada eksekutif, namun tindak 
lanjutnya belum efektif karena belum adanya mekanisme 
pengawasan berbasis waktu dan indikator keberhasilan 
yang jelas. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten 
Bengkalis masih menghadapi kendala pada aspek 
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kelembagaan, koordinatif, dan partisipatif. Untuk itu, 
diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis 
indikator kinerja, peningkatan kapasitas anggota DPRD, 
serta pembentukan forum pengawasan partisipatif yang 
melibatkan masyarakat dan pemerintah desa agar proses 
pembangunan rumah ibadah berjalan secara transparan, 
akuntabel, dan berkeadilan sosial. 

 

 
PENDAHULUAN 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang 

memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD 

memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi 

pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk 

memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan 

kebijakan, peraturan, dan rencana yang telah ditetapkan. 

Pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah meliputi pengawasan 

pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, serta penggunaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam melaksanakan program pembangunan 

yang telah disusun. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas 

publik, meningkatkan transparansi, dan mendorong terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai wakil rakyat, DPRD berkewajiban 

untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan terkait 

pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai 

kebutuhan masyarakat.  

Pengawasan DPRD juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa 

pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah dapat memenuhi standar 

kualitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Contohnya, 

pengawasan terhadap pembangunan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas 

umum lainnya sangat diperlukan untuk menghindari kerusakan dan pemborosan 

anggaran. Oleh karena itu, peran DPRD dalam pengawasan pembangunan sangat 

vital untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di 

tingkat daerah. 

Pembangunan rumah ibadah merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembangunan sosial dan spiritual masyarakat di Kabupaten Bengkalis, khususnya di 

Kecamatan Bathin Solapan. Rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat 

beribadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan simbol kerukunan antarumat 

beragama. Oleh karena itu, pembangunan rumah ibadah mendapat perhatian serius 

dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. 

Selain permasalahan teknis dan administratif, aspek sosial budaya juga 

berperan dalam dinamika pembangunan rumah ibadah di Bathin Solapan. Kecamatan 

ini merupakan wilayah yang dihuni oleh berbagai komunitas, termasuk komunitas 

adat terpencil Suku Sakai yang memiliki pola hidup dan kebutuhan khusus. 

Pemberdayaan dan pelibatan komunitas ini dalam pembangunan rumah ibadah dan 
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fasilitas sosial lainnya masih menjadi tantangan tersendiri yang perlu mendapat 

perhatian khusus agar pembangunan dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan (Bakar 

& Ghofur, 2017). 

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan kajian mendalam 

mengenai permasalahan pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan, 

Kabupaten Bengkalis, guna menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan dalam 

mengatasi hambatan yang ada. Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, 

keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian integral 

dari penyelenggaraan otonomi daerah. Fungsi pengawasan menjadi penting karena 

berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik seperti 

rumah ibadah. 

 

METODE PENELITIAN 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang 

dirancang untuk mengkaji secara mendalam fungsi pengawasan DPRD terhadap 

pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. 

Penentuan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih 

informan yang dianggap memahami permasalahan secara langsung, meliputi anggota 

DPRD, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pengurus rumah ibadah, serta 

perwakilan komunitas Suku Sakai. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi 

pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam suara, kamera, serta dokumen 

resmi seperti peraturan daerah, laporan pengawasan, dan data APBD. Perancangan 

instrumen disusun dalam bentuk pedoman wawancara semi-terstruktur yang 

disesuaikan dengan indikator fungsi pengawasan DPRD agar mampu menghasilkan 

data yang akurat, efektif, dan produktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji 

melalui triangulasi sumber dan teknik. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran 

strategis dalam menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan tidak hanya bertujuan untuk 

menilai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan publik 

dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan dan kepentingan masyarakat. 

Dalam konteks penelitian ini, pengawasan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap 

pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan menjadi penting 

mengingat isu tersebut bersinggungan langsung dengan kebutuhan sosial, 

keagamaan, dan keharmonisan antarumat beragama. 

Secara teoretis, Terry (2010) menjelaskan bahwa pengawasan mencakup empat 

tahap utama: penetapan standar, penilaian pelaksanaan, perbandingan hasil dengan 

rencana, dan tindakan perbaikan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini 
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menilai fungsi pengawasan DPRD melalui tiga indikator utama, yakni (1) kepatuhan 

terhadap standar, (2) kesesuaian pelaksanaan, dan (3) tindakan perbaikan. Ketiga 

indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana DPRD mampu mengawasi 

pelaksanaan pembangunan rumah ibadah secara sistematis, mulai dari kepatuhan 

terhadap regulasi hingga tindak lanjut atas hasil pengawasan. 

Indikator pertama menilai bagaimana DPRD menjamin pelaksanaan 

pembangunan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Indikator kedua berfokus pada kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan 

perencanaan daerah dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan indikator ketiga menilai 

efektivitas DPRD dalam melakukan tindakan korektif serta mendorong perbaikan 

berkelanjutan berdasarkan hasil pengawasan. 

Melalui ketiga indikator tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan 

secara mendalam bagaimana DPRD Kabupaten Bengkalis menjalankan fungsi 

pengawasan terhadap pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan, 

dengan memperhatikan aspek normatif, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat 

berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber kunci seperti Ketua DPRD, 

Komisi I DPRD, Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat setempat. 
Indikator Pengawasan Kepatuhan Terhadap Standar; Peran DPRD Kabupaten 
Bengkalis Dalam Menjamin Pelaksanaan Pembangunan Sesuai dengan Ketentuan 
Hukum dan Peraturan yang Berlaku 

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu pilar utama dalam 

menjamin terlaksananya prinsip good governance, yang meliputi akuntabilitas, 

transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Terry (2010) 

menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, 

menilai pelaksanaan, dan mengambil langkah perbaikan agar pelaksanaan berjalan 

sesuai standar yang telah direncanakan. Berdasarkan pandangan tersebut, indikator 

kepatuhan terhadap standar menjadi ukuran fundamental untuk menilai sejauh mana 

DPRD Kabupaten Bengkalis menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif 

terhadap pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan. 

Kepatuhan terhadap standar tidak hanya mengacu pada pemenuhan ketentuan 

formal administratif, melainkan juga mencerminkan keselarasan antara pelaksanaan 

pembangunan dengan prinsip-prinsip hukum, etika publik, dan keadilan sosial. 

Dalam perspektif teori pengawasan publik, kepatuhan mencerminkan integritas 

lembaga legislatif dalam menjalankan mandat konstitusionalnya, yakni memastikan 

setiap kegiatan pemerintahan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan 

rencana pembangunan daerah. Dalam konteks ini, DPRD Bengkalis memiliki 

tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal agar pembangunan rumah ibadah 

dilakukan secara adil, transparan, serta selaras dengan visi pembangunan daerah 

yang menekankan harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD 

Bengkalis terhadap pembangunan rumah ibadah di Bathin Solapan masih berorientasi 

administratif dan belum sepenuhnya substantif. Proses pengawasan sebagian besar 

dilakukan melalui rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 
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penelaahan laporan kegiatan pembangunan, serta pembahasan hasil 

pertanggungjawaban eksekutif. 

Dari sisi regulatif, pembangunan rumah ibadah seharusnya berpedoman pada 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 

2006, yang mengatur pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan 

pendirian rumah ibadah. Namun hasil observasi menunjukkan bahwa DPRD belum 

memiliki mekanisme khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini 

secara konsisten. Ketua DPRD mengakui bahwa verifikasi teknis dan administratif 

lebih banyak dilakukan oleh OPD terkait dan Kementerian Agama setempat, 

sedangkan DPRD hanya memantau pada tataran evaluatif. Kondisi ini 

menggambarkan lemahnya peran legislatif dalam melakukan preemptive 

supervision, yakni pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, bukan 

sekadar setelah kegiatan selesai. 

Secara keseluruhan, data empiris dan pernyataan narasumber menunjukkan 

bahwa kepatuhan terhadap standar dalam pelaksanaan pembangunan rumah ibadah 

di Kecamatan Bathin Solapan masih menghadapi kendala struktural, koordinatif, dan 

moral. DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dalam tataran formal, tetapi 

belum sepenuhnya memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang 

ditetapkan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi 

lintas aktor, serta rendahnya transparansi informasi menjadi penghambat utama 

efektivitas pengawasan. 

Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan DPRD perlu diarahkan pada 

pembentukan sistem pengawasan berbasis indikator kinerja yang terukur, 

peningkatan keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa dalam pemantauan, serta 

peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami regulasi sektoral terkait 

pembangunan rumah ibadah. Melalui langkah-langkah tersebut, kepatuhan terhadap 

standar dapat diwujudkan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi 

sebagai wujud komitmen etis dan moral DPRD dalam menjaga keadilan sosial, 

harmoni antarumat beragama, dan legitimasi pemerintahan daerah yang akuntabel. 
Indikator Pengawasan Kesesuaian Pelaksanaan; Kesesuaian antara Pelaksanaan 
Pembangunan dengan Perencanaan Daerah dan Kebutuhan Masyarakat 

Dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, indikator 

kesesuaian pelaksanaan menggambarkan sejauh mana pelaksanaan kebijakan atau 

program pembangunan sesuai dengan rencana, visi, dan misi pembangunan daerah 

yang telah ditetapkan. Dalam kerangka teori pengawasan yang dikemukakan oleh 

Terry (2010), kesesuaian pelaksanaan merupakan tahap evaluatif yang berfungsi 

untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan selaras dengan standar dan 

rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam konteks pembangunan rumah 

ibadah di Kecamatan Bathin Solapan, kesesuaian pelaksanaan berarti bahwa setiap 

kegiatan pembangunan harus merefleksikan prinsip pemerataan, keterbukaan, dan 

keadilan antarumat beragama sebagaimana tertuang dalam visi Kabupaten Bengkalis 

yang “Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.” 

DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam mengawasi 

kesesuaian pelaksanaan pembangunan rumah ibadah agar tetap sinkron dengan 
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perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah). Fungsi pengawasan ini tidak hanya bertujuan memastikan penggunaan 

anggaran secara efisien dan tepat sasaran, tetapi juga untuk menjaga agar 

pembangunan rumah ibadah tidak menimbulkan konflik sosial atau ketimpangan 

antarwilayah. Oleh karena itu, DPRD dituntut mampu menjalankan fungsi 

pengawasan substantif tidak sekadar administratif dalam mengawal pembangunan 

keagamaan di tingkat kecamatan. 

Di sisi lain, kesesuaian pelaksanaan juga mencerminkan hubungan koordinatif 

antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan rencana pembangunan 

menjadi aksi konkret di lapangan. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

koordinasi ini belum terjalin optimal. Beberapa pembangunan rumah ibadah di Bathin 

Solapan belum sepenuhnya sejalan dengan rencana tata ruang atau kebutuhan 

masyarakat setempat. 

Meski demikian, penelitian juga menemukan beberapa praktik positif. DPRD 

Bengkalis mulai menerapkan mekanisme pengawasan tematik melalui rapat 

gabungan lintas komisi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proyek strategis, 

termasuk pembangunan sarana keagamaan. Langkah ini menunjukkan adanya upaya 

untuk memperkuat fungsi koordinatif dan integratif pengawasan. Namun, 

mekanisme ini masih bersifat sporadis dan belum terlembaga secara permanen dalam 

sistem kerja DPRD. 

Secara konseptual, kesesuaian pelaksanaan dalam pembangunan rumah 

ibadah tidak hanya menuntut ketaatan terhadap rencana dan standar formal, tetapi 

juga menuntut keseimbangan antara aspek fisik, sosial, dan spiritual. DPRD Bengkalis 

dituntut tidak hanya mengawasi aspek administratif proyek, tetapi juga memastikan 

bahwa pembangunan rumah ibadah berfungsi sebagai sarana penguatan kohesi sosial 

dan toleransi antarumat beragama di Kecamatan Bathin Solapan. 

Dengan demikian, dari hasil analisis dan pernyataan para narasumber, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap 

kesesuaian pelaksanaan pembangunan rumah ibadah telah dijalankan namun belum 

optimal. Hambatan utama terletak pada tiga aspek: (1) keterbatasan koordinasi 

antarinstansi dan aktor lokal; (2) lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pelaksanaan; dan (3) kurangnya mekanisme tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. 

Untuk memperkuat kesesuaian pelaksanaan, DPRD perlu membangun sistem 

pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa, 

memperluas publikasi hasil pengawasan, serta memperkuat fungsi komisi dalam 

melakukan real-time monitoring terhadap proyek pembangunan. 

Melalui upaya tersebut, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya akan 

memastikan kesesuaian pelaksanaan secara administratif, tetapi juga menjamin 

bahwa pembangunan rumah ibadah benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, 

kemanusiaan, dan kerukunan yang menjadi fondasi sosial masyarakat Bathin Solapan. 

 

KESIMPULAN 
Secara umum, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan 

DPRD Kabupaten Bengkalis masih dihadapkan pada tiga tantangan besar, yaitu: (1) 



Fadillah et al. | Sainmikum Vol. 2 No. 5 2025 | 405 - 412 

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pembangunan …  -  411 

keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; (2) lemahnya 

koordinasi antara DPRD, eksekutif, dan pemerintah desa; serta (3) rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan tindak lanjut pembangunan. 

Oleh karena itu, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD membutuhkan penguatan 

kelembagaan, penyusunan standar operasional pengawasan yang terukur, serta 

pembangunan sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. 
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